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Abstrak 
Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di garis Ring of Fire. 
Berbagai kejadian bencana di Indonesia menumbuhkan kesadaran untuk 
meminimalisir ketidakpastian dalam suatu bencana. Komunikasi bencana tidak 
hanya dibutuhkan pada saat bencana, tetapi juga dibutuhkan dalam pra bencana 
maupun pasca bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana 
BPBD Ponorogo dalam meminimalisir ketidakpastian dalam bencana tanah 
longsor yang berada di Desa Banaran, Ponorogo. Salah satu hal yang menarik 
dalam penelitian ini yaitu ketika BPBD pada saat melakukan mitigasi, masyarakat 
Banaran tidak ingin berpindah tempat tinggal. BPBD Ponorogo mengatakan 
bahwa wilayah Desa Banaran adalah wilayah Zona merah bencana atau wilayah 
yang sangat rentan terhadap bencana. Data ini dikumpulkan melalui wawancara 
mendalam berdasarkan pada ‘Theory Chaos’. Jenis penelitian ini adalah kualitatif 
dengan menggunakan pendekatan studi kasus.  
 
Kata Kunci: krisis, bencana, teori chaos 
 
Abstract 
Indonesia is one of the countries that is located in the Ring of Fire line. Various 
disasters have happened in Indonesia which lead to raise awareness in minimizing 
the uncertainities in a disaster. Disaster communication is not only needed during 
a disaster, but it is also needed in pre-disaster and post-disaster. This study aims to 
describe how Ponorogo BPBD minimizes uncertainity during the landslides that 
happened in Banaran Village, Ponorogo. One of the interesting objects in this 
research is when BPBD did post-disaster mitigation, the people of Banaran did 
not want to be relocated. BPBD Ponorogo said that the Banaran Village area was 
in ‘red zone’ area or an area that was very susceptible to be affected by disasters. 
The data of this research was collected with in-depth interviews based on Theory 
Chaos. The type of this research is qualitative and using case study approach. 
 
Keywords: crisis, disaster, chaos theory 
 
1. PENDAHULUAN 
Bencana alam sudah tidak asing lagi bagi manusia. Bagi masyarakat bencana 
adalah musibah yang tidak dapat diprediksi dan merugikan masyarakat. Routela 
(2006) menyatakan bahwa bencana adalah suatu kejadian kerusakan dan 
guncangan yang dapat menyebabkan kehancuran pada struktur sosial dan populasi 
yang terkena dampak bencana masyarakat tidak bisa mengatasi hal tersebut dan 
membutuhkan pihak dari luar (Kusumasari, 2014). Indonesia adalah negara yang 
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sering terjadi bencana dari masa ke masa (Susanto, et al., 2011). Beberapa 
bencana yang sering melanda Indonesia antara lain banjir, tanah longsor, tsunami, 
gempa, dan letusan gunung merapi. Mengingat Indonesia masuk ke daerah rawan 
bencana, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang- undang ada beberapa 
peraturan yang berkaitan dengan bencana.(Susanto, et al., 2011) 
Bencana tentu menimbulkan krisis dalam aspek komunikasi hingga 
kebutuhan. Lembaga- lembaga bencana yang tersedia di setiap daerah berfungsi 
mengulurkan tangan apabila krisis itu terjadi. Baik memberikan informasi 
sebelum bencana terjadi. Baik memberikan informasi sebelum bencana melanda 
sebagai bentuk kesiapsiagaan, memberikan pertolongan pertama pada saat 
bencana, hingga memenuhi kebutuhan masyarakat korban bencana pasca 
terjadinya bencana alam. Lembaga pemerintah menggandeng lembaga non- profit 
hingga kelompok relawan yang dijadikan sebagai stakeholder mereka guna 
menjalankan tugas dengan baik(Juneza & Purworini, 2016). 
Pemahaman tentang bagaimana respon yang harus dilakukan oleh 
masyarakat menjadi sangat penting dalam kesiapsiagaan mayarakat. 
Kesiapsiagaan bencana sebaikanya tidak hanya dilakukan pada saat pasca 
bencana, tetapi juga harus dilakukan pada saat pra bencana, sehingga dapat 
meminimalisir dampak dari bencana. Namun kesadaran dan kesiapsiagaan untuk 
mengantisispasinya masih jauh dari harapan. Upaya dalam penanggulangan 
bencana harus dipersiapkan jauh- jauh hari sebelum bencana terjadi, hal ini 
meminimalisir korban maupun kerugian materi(Susanto, et al., 2011). 
Kemampuan kesiapsiagaan menjadi langkah awal dalam manajemen bencana. 
Kemampuan ini dapat dibangun melalui perencanaan, pelatihan, dan latihan 
(Kusumasari, 2014). 
Mitigasi bencana juga berfungsi sebagai bentuk kesiapsiagaan dan 
peringatan dini bagi masyarakat dalam menghadapi bencana(Tunggali, Rasyid, & 
Rahmawati, 2019). Menurut UU No.24 tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian 
upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun 
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi 
bencana dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi resiko dampak bencana bagi 
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masyarakatyang berada didaerah rawan bencanamaupun yang sedangdilanda 
bencana(Tunggali, Rasyid, & Rahmawati, 2019). Adapun tujuan mitigasi bencana 
adalah (1) mengurangi dampak yang ditimbulkan,khususnya bagi penduduk, (2) 
sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan, (3) 
Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi 
dampak atau resiko bencana, sehingga penduduk dapatbekerja dengan aman 
(Kurniawati, 2019).  
Permasalahan penelitian yang merujuk pada pengalaman penanggulangan 
bencana yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia yang masih mengalami 
berbagai kendala, baik ditingkat pemerintah maupun masyarakat. Kendala di 
tingkat pemerintah atau BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yaitu 
lemahnya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat terutama pada tahap 
pra bencana, dimana masyarakat seharusnya diberikan informasi sebelum 
menghadapi bencana agar masyarakat ketika bencana datang bisa menyelamatkan 
nyawa mereka. Dengan kata lain, rencana kesiapsiagaan dalam kondisi darurat 
secara tertulis telah tersedia, tetapi rencana tersebut tidak pernah dijadikan sebagai 
bahan dalam sebuah pelatihan dan disosialisasikan kepada masyarakat. 
Tanah longsor merupakan perpindahan jenis material yang berupa batuan, 
bahan rombakan, tanah yang membentuk lereng, bergerak ke bawah dan keluar 
lereng(Fitriadi, Kumalawati, & Arisanty, 2017).  Adanya proses terjadinya 
longsor dapat disimpulkan bahwa air yang meresap ke dalam tanah akan 
menambah beban tanah, saat air menembus sampai tanah kedap air yang berperan 
sebagai bidang akan tergelincir, maka tanah akan menjadi licin dan tanah 
pelapukan diatasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng (Fitriadi, 
Kumalawati, & Arisanty, 2017) 
Pola Penanggulangan bencana telah tercatat pada Undang- undang , adapun 
Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang 
diikuti beberapa regulasi yang terkait, yaitu Peraturan Presiden Nomor. 08 Tahun 
2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah 
Nomor. 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan 
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Bantuan Bencana, dan Peraturan Pmerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran 
Serta Lembaga Internasonal dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam 
Penanggulangan Bencana (Rahman, 2015) 
Sneider dalam Priest (2010) menyatakan bahwa respon, kesediaan waktu 
dan situasi  yang berbeda dapat mempengaruhi komunikasi, maka sudah 
selayaknya jika pada saat penanganan bencana pemerintah berperperan langsung 
dilapangan, dan pemerintah harus membuat pusat informasi bencana yang 
mengeluarkan informasi standar, faktual dan mudah diakses oleh masyarakat. 
Sebab bagaimanapun juga komunikasi adalah suatu sarana untuk memperngaruhi 
masyarakat dengan memberikan informasi untuk mengurangi ketidakpastian 
(Susanto, et al., 2011). Kurhajcova (2010) menyatakan bahwa Dalam hal 
penyelamatan harus bekerja secara efektif, komunikasi menjadi sangat penting 
sebagai asumsi dasar. Komunikasi krisis mempunyai ruang komunikasi spesifik, 
yang meliputi eksternal dan internal organisasi selama situasi krisis. Tujuan utama 
dari komuniksi krisis yaitu untuk memberikan tekanan efek negatif yang terjadi 
dan memberikan informasi kepada publik yang berada di situasi krisis (Juneza & 
Purworini, 2016). 
Secara tersirat hal tersebut ada kaitannya dengan teori chaos. Secara 
penekanannya dalam teori chaos ini merupakan kekacauan atau bencana yang 
tidak dapat diprediksi sebelumnya. Bencana memang tidak bisa diprediksi dan 
bisa datang sewaktu- waktu. Namun tugas BPBD dalam hal ini meminimalkan 
bencana yang akan terjadi. 
 
2. METODE  
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Locke, Spirduso, 
& Silverman, tujuan penelitian kualitatif pada hakikatnya untuk memahami 
situasi, peristiwa, kelompok, ataupun interaksi sosial tertentu pada setting 
alamiah(Agustina, 2017). Dengan rancangan penelitian menggunakan pendekatan 
studi kasus(case study).Penelitian studi kasus adalah penelitian yang meneliti 
fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang 
sebenarnya, dengan berbagai bentuk data kualitatif (Pujileksono, 2015). 
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Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara mendalam 
(indepth interview) dan observasi. Keabsahan data dilakukan dengan metode 
triangulasi teknik, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengecek pada 
sumber yang sama dengan tenik wawancara dan observasi.Subjek penelitian 
merupakan individu atau kelompok yang diharapkan penulis dapat menceritakan 
apa yang diketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. 
Dalam sebuah penelitian kualitatif subjek penelitian atau narasumber disebut 
informan. Informan adalah orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan 
informasi mengenai situasi dan kondisi latar Penelitian(Rahman, 2015).  
Penelitian ini mengunakan purposive sampling dimana data diperoeh secara 
mendalam dengan sampel yang memenuhi kriteria - kriteria tertentu dari populasi 
yang merupakan personil BPBD dan warga Desa Banaran. kriteria yang 
ditentukan oleh peneliti yaitu (a) 3 personil Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo yaitu meliputi Kepala Bidang Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik,  Kepala Bidang 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dan 2 tokoh- tokoh masyarakat di Desa Banaran 
Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yaitu Kepala Desa Banaran dan satu 
masyarakat Banaran. (b) Pernah menyaksikan secara langsung atau tidak langsung 
bencana tanah longsor. (c) Tinggal di Desa Banaran (d) Mengerti informasi tanah 
longsor. (e) Untuk informan BPBD kriteria adalah mengerti tentang kebijakan 
terkait manajemen bencana dan bekerja sebagai pegawai BPBD lebihdari 1 tahun. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Hasil Penelitian 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan, terdapat poin 
pentingdiantaranya yaitu BPBD Ponorogo dalam meminimalisir ketidakpastian 
dilakukan dengan cukup baik. Data ini dibuktikan dengan adanya wawancara 
yang telah dilakukan di lapangan. Tidak hanya wawancara dengan anggota 
BPBD, untuk memperkuat bukti bahwa adanya BPBD melakukan 
peminimalisiran pra bencana. Disini juga akan dibahas bagaimana pernyataan dari 
wawancara yang telah dilakukan. Penelitian ini berfokus pada konsep dasar dalam 
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kekacauan, teori chaos juga menawarkan terkait konsep yang sensitif dengan 
kondisi awal, yaitu Fraktal, bifurkasi, dan self organization.(Seeger, 2002) 
3.1.1. Fraktal (Fungsi dari Persepsi) 
Sebuah langkah awal dalam menganalisis suatu sistem dinamik adalah 
menentukan kondisi awal(Sahid, 2018). Unsur umum dalam sistem ini sensitif 
terhadap kondisi awal. Sebagai contoh ahli meteorologi Edward Lorenz 
menemukan bahwa sebuah model sederhana untuk konvensi panas menunjukkan 
adanya perilaku tak terprediksi secara intrinsik, yaitu suatu keadaan yang ia sebut 
sebagai “efek kupu- kupu”, sehingga sekedar melepaskan sebuah sayap kupu- 
kupu dapat mengubah cuaca(Seeger, 2002). Konsep paling mendasar dari Teori 
Chaos yaitu efek kupu- kupu, yaitu ketergantungan pada kondisi awal. Menurut  
Lorenz dimana perilaku masa depan sistem tersebut tidak dapat diprediksi secara 
tepat. Dampak dari kondisi awal yang kecil dalam berbagai bentuk, bagaimanapun 
tidak dapat diabaikan. Kelalaian kecil dalam komunikasi, kesulitan dan kerusakan, 
seperti ketidakmampuan dalam menyampaiakan suatu pesan peringatan, 
kegagalan untuk menerima, kegagalan untuk menginterpretasikan pesan, 
kurangnya kapasitas pengolahan informasi, semuanya telah dikaitkan dengan 
peristiwa krisis besar(Seeger, 2002). Hal ini serupa dengan kejadian bencana 
tanah longsor yang ada di Desa Banaran, BPBD Ponorogo selalu memantau 
retakan yang berada di gunung. Dengan kondisi retakan yang berada di Gunung 
semakin besar, BPBD melakukan komunikasi dengan masyarakat dihimbau untuk 
mengungsi. Tetapi masyarakat tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut, 
masyarakat memilih untuk melakukan panen jahe pada lereng gunung. Pada 
akhirnya terjadi Tanah longsor yang sebelumnya prediksi BPBD tidak sebesar 
yang sudah terjadi. BPBD memprediksi bahwa retakan yang terjadi di gunung 
mengalami perkembangan, hingga BPBD tidak menyangka akan mengalami 
longsor yang besar. Pernyataan ini sesuai dengan keterangan BPBD berikut : 
“...1 bulan kan perkembangan hujan terus menerus, jadi awalnya lebar, 
retakan itu 3 meter, kemudian tambah lagi 5 meter, kemudian turun, turun 
30 meter.(sambil menunjukkan gambar peta longsor) jadi kalau dari 
mahkota itu, pada waktu itu ini hanya turun,hanya turun sekian, setelah itu 
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lebih dari 1 minggu turun sampai rumah yang terakhir, jarak awal sampai 
yang terakhr ini hampir 1 kilometer...”(Setyo Budiyono Kabid III BPBD 
Ponorogo,dalam wawancara 17 September 2018) 
 
Desa Banaran yang terletak di Kabupaten Ponorogo ini memang bukan 
tempat yang baik untuk pemukiman, menurut BPBD Ponorogo, Desa Banaran ini 
adalah Desa yang sangat rentan dengan bencana alam, yaitu tanah longsor. Bahkan 
BPBD Ponorogo sudah menandai bahwa Desa Banaran adalah tempat kawasan 
zona merah bencana. 
Fraktal terjadi ketika ada persepsi bahwa bencana di Desa Banaran tidak 
terlalu mengkhawatirkan, menurut salah satu staf  BPBD yang mengkhawatirkan 
adalah Desa Talun, Desa yang berseberangan dengan gunung Desa Banaran. 
Sehingga warga Desa tidak mengkhawatirkan akan tanah longsor, dan tetap 
melakukan pemanenan jahe di lereng gunung.   
Gunung di Desa Banaran perkiraan awal tanah turun kira- kira 3 meter, 
kemudian pada hari berikutnya turun lagi kira- kira 5 meter. BPBD sudah 
melakukan himbauan kepada masyarakat agar mengungsi. Menariknya penduduk 
Desa tidak akan pindah ke tempat yang lebih aman meskipun BPBD 
menganjurkan untuk berpindah tempat. Hal ini tentu menjadi hambatan bagi 
BPBD Ponorogo dalam mengevakuasi warga. Ketika warga dievakuasi  BPBD 
akan kesulitan menyiapkan tempat untuk mengungsi. Pada awal terjadinya 
bencana juga kesulitan dalam mencari makanan untuk korban evakuasi. Selain itu 
ketika masyarakat disarankan untuk berpindah tempat, masyarakat tidak ingin 
meninggalkan tempat atau tanah kelahirannya. Adapun pengakuan BPBD 
Ponorogo dalam hambatan yang dilalui  ,berikut tanggapan mengenai 
hambatannya :  
“...ini kan kita juga mengalami kesulitan juga dalam hal itu, kalau mereka 
mengungsi, otomatis kita kan juga menyiapkan tempat untuk mengungsi, 
nah dari sini kita juga kadang keterbatasan bencana juga mempengaruhi 
hal itu, dan itu tidak mudah. Mungkin juga bisa dilakukan untuk 
transmigrasi, tapi warga masyarakat juga susah, karena tanah kelahiran 
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itu disitu...”(Setyo Budiyono Kabid III BPBD Ponorogo,dalam wawancara 
17 September 2018) 
 
 Alasan penduduk Desa tidak ingin berpindah karena Desa tersebut 
merupakan tempat dimana penduduk Desa bisa mencari nafkah, yaitu dengan 
menanam jahe di lereng gunung. Pada hari berikutnya terjadi penurunan tanah 
hinga 30 meter, dan hari berikutnya terjadi tanah longsor yang mengakibatkan 
banyak rumah dan warga yang tertimbun.  
“...menimpa rumah, 2 rumah awalnya, itu informasi awal, kemudian dari 
koramil pulung juga telfon saya benar adanya tanah longsor, saya siapkan 
teman- teman untuk membawa peralatan secukupnya, saya suruh langsung 
berangkat kesana, ternyata sampai sana tidak seperti apa yang kita 
prediksi laporannya tadi, ternyata banyak rumah yang tertimbun dan juga 
banyak korban yang tertimbun sebanyak 28 orang...”(Bpk Setyo Budiyono 
Kabid 3 BPBD Ponorogo,dalam wawancara 17 September 2018) 
 
Pada saat BPBD melakukan himbauan kepada masyarakat, terjadi 
ketidakpastian dalam komunikasi. Tidak ada tunjangan keselamatan untuk warga 
Desa Banaran, karena kurangnya tingkat keyakinan masyarakat kepada 
BPBD.Dalam hal penanggulangan banyak terdapat kesulitan yang dilalui oleh 
BPBD Ponorogo, yaitu kesulitan pada saat BPBD mengajak masyarakat untuk 
mengungsi atau mempersiapkan bencana. Oleh karena itu, bekerja sama dengan 
para pemangku kepentingan sebagai kunci untuk merencanakan dan mengelola 
krisis tersebut yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk mencapai tujuan 
dalam menangani ketidakpastian bencana (Ritchie, 2003). 
Hubungan antara pemerintah dengan tokoh masyarakat harus menunjukkan 
bahwa partisipasi sosial bisa membuat perubahan(Prasetya, 2014). Mengingat 
bahwa Ponorogo adalah daerah yang kental dengan kebudayaannya, BPBD dalam 
menangani pra bencana juga harus melihat atau memahami bagaimana budaya 
yang ada di Desa Banaran tersebut. Misalkan dengan mengadakan ritual- ritual 
tertentu. Menurut Prasetya (2016 ) dalam memahami budaya dapat dilihat dari 
kebiasaan masyarakat sehari-hari. Pada hal, BPBD Ponorogo akan menguraikan 
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tentang adat kebiasaan, dan budaya masyarakat setempat dalam melakukan 
tindakan penyelamatan : 
“...Ya itu yang jelas ada mbak , yang pasti kita harus menggunakan, apa ya 
istilahnya, kalau lokal itu, ya kebudayaan lokal, kebiasaan loka ini ya 
harus tetep kita gunakan... Salah satu contoh misalkan di senepo yang 
tanah retak di brebes, itu kebudayaan lokal masih tetep kita gunakan, 
misalkan orang sana itu juga menggunakan ritual, agar tanah itu tidak 
retak , itu contoh juga, jadi pada waktu hujan, yang tidak hujan hanya pas 
di titik yang retak itu, itu kan juga kebudayaan lokal yang masih 
digunakan...”Bpk Setyo Budiyono Kabid III BPBD Ponorogo, dalam 
wawancara 17 September 2018) 
 
Penebangan hutan secara liar dapat memicu timbulnya tanah lonsor, salah 
satunya sebagai alih fungsi hutan yan dibuat ladang, ketika terjadi hujan penahan 
tanah akan berkuran dan mengakibatkan tanah longsor. Oleh karena itu BPBD 
memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan sebelum upaya 
mitigasi dilaksanakan, yaitu dengan maksud untuk pemberitahuan awal kepada 
masyarakat setempat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Soisialisasi ini juga 
bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat yang 
dilaksanakan di berbagai kesempatan baik dalam forum resmi yang melibatkan 
pihak pemerintah maupun forum tidak resmi seperti dalam perkumpulan 
masyarakat. Hal ini sesuai dengan keterangan BPBD Ponorogo berikut ini:  
“...nah maka dari itu masyarakat di beri pemahaman terkait arti 
pentingnya untuk memelihara lingkungannya masing- masing...”(Bpk 
Setyo Budiyono Kabid 3 BPBD Ponorogo,dalam wawancara 17 September 
2018) 
 
Memang dalam hal sosialisasi ini masyarakat banyak yang tidak megetahui 
informasi yang akan diberikan oleh BPBD. Sehinga mereka kurang memahami 
dampak dari alih fungsi lahan tersebut. Bahkan salah seorang warga juga mengaku 
bahwa mereka mengetahui informasi tersebut tetapi tidak ikut bergabung dengan 
sosialisasi, mereka lebih mengandalkan untuk tetap dirumah atau megandalkan 
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suami mereka  untuk berpartisipasi dalam sosialisasi tersebut. Masyarakat 
mengaku bahwa mereka juga pernah berkomunikasi dengan personil BPBD. 
Mereka berkomunikasi secara intens setelah kejadian rekahan pada tanah. Mereka 
juga mengaku bahwa sebelum terjadi bencana BPBD tidak pernah melakukan 
sosialisai. 
Sebagaimana yang dijelaskan Susanto (2011)bahwa untuk mengintegrasi 
karakter masyarakat kawasan rawan bencana dengan regulasi pemerintah dalam 
penanganan bencana, bisa tercapai dengan baik jika kedua belah pihak mampu 
menciptakan komunikasi kohesif yang menghasilkan pemahaman bersama. BPBD 
Ponorogo ini juga membentuk Desa Tangguh Bencana, dengan dibentuknya  Desa 
Tangguh Bencana ini untuk memandirikan desa-desa yang rentan terhadap 
bencana, agar masyarakat paham dalam menghadapi bencana, begaimana mereka 
bisa hidup di daerah yang rawan bencana, dengan tujuan untuk mengurangi resiko 
yang fatal. Hal ini serupa dengan keterangan Kabid I BPBD Ponorogo : 
“...Kita juga membentuk masyarakat tangguh bencana , jadi kita bentuk 
forum disitu untuk mengambil kebijakan , jadi bagaimana masyarakat itu 
paham, jadi sekarang itu kita gencarkan dari BPBD ini membentuk desa- 
desa tangguh bencana...”(Marem, Sekbid I BPBD Ponorogo,dalam 
wawancara 17 September 2018) 
 
Pernyataan BPBD juga didukung oleh informan dari masyarakat, dimana 
masyarakat tersebut merupakan petinggi di Desa Banaran, berikut pernyataannya : 
Informan I 
“...Pernah mbak, pernah, dari BPBD pernah diadakan juga pelatihan dari 
Solo. Pesertanya dulu pernah studi banding ke Mbah Maridjan juga 
pernah. Saat itu yang saya pilih pelatihan ke Solo itu karena dia itu  paham 
tentang kebencanaan mengantisipasi tentang perkembangan kebencanaan 









“...Ya sosialisasi soal bencana Sudah pernah. Terutama dari BNPB, Dinas 
Kehutanan, pokoknya dari dinas-dinas terkait. Apalagi setelah bencana 
sering...” (Bpk Misman,dalam wawancara 16 September 2018) 
 
 Keterangan dari masyarakat membenarkan bahwasanya BPBD Ponorogo 
yang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Banaran. Salah satunya 
dalam membentuk Desa Tangguh Bencana untuk meminimalisir bencana. Program 
ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam hal 
meminimalisir bencana. Karena masyaratakat yang merupakan penerima langsung 
dampak dari bencana tanah longsor tersebut, dan merupakan pelaku utama yang 
merespon bencana yang ada disekitarnya. 
Dengan didirikannya Desa Tangguh Bencana seperti yang di deskripsikan 
diatas, akan lebih banyak nyawa akan diselamatkan dalam waktu yang lebih 
singkat dan daerah yang lebih besar, dan dengan penggunaan sumber daya secara 
efektif (Cicegdagi, Tosun, Okenek, & Uzumcu, 2017). Dalam kondisi darurat 
bencana membuka sinyal komunikasi untuk menangani korban dengan cepat, tidak 
mudah untuk dilaksanakan. Sebab, lembaga pemerintah dibelenggu oleh peraturan, 
sedangkan masyarakat tetap berpijak kepada nilai setempat, juga dikuasai oleh 
pesan- pesan dari sumber yang tidak jelas faktualnya(Rudianto, 2015). Oleh 
karena itu BPBD Ponorogo setelah mendapatkan informasi dari masyarakat akan 
mengkroscek kebenarannya. Sehingga ketika ditanya oleh media, BPBD akan 
menjawab sesuai data yang ada dilapangan. Karena mereka sudah tau  media yang 
sering melakukan pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta dan meresahkan 
warga. Berikut pernyataan BPBD ponorogo dalam tahapan ketika mendapat 
informasi mengenai bencana sampai dengan menyebarkan ke masyarakat dan 
media: 
“...Media itu menggunakan bahasa yang cukup menarik, nah dari situ 
setelah mendapatkan informsi, ya kita kroscek ke lapangan, kalau sudah 
betul adanya kita siapkan atau leporan yang secara konkrit  yang bisa 
disampaikan pada media jangan sampai penyampaian ini tidak 
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meresahkan kepada masyarakat...”(Bpk Setyo Budiyono Kabid III BPBD 
Ponorogo, dalam wawancara 17 September 2018) 
 
3.1.2. Bifurkasi (Perubahan Sistematis Ketika Krisis Terjadi) 
Chaos teori menunjukkan kekacauan salah satunya dalam bentuk bifurkasi. Tujuan 
utama BPBD yaitu untuk mengontrol krisis bencana antara lain yaitu mengurangi 
keparahan yang terjadi atau menghentikan sama sekali (Ritchie, 2003). Bencana 
yang terjadi di Desa Banaran meninggalkan kisah yang sangat pilu. Warga Desa 
kehilangan salah satu keluarga, bahkan ada yang hampir seluruh keluarga. Seperti 
yang di katakan informan II berikut ini : 
“...Ya perasaannya luar biasa sedih. Dan sebagainya, pokoknya susah, 
ngga bisa dibayangkan mbak...”(Bpk Misman,dalam wawancara 16 
September 2018) 
 
Kekacauan yang terjadi di Desa Banaran menimbulkan kepanikan bagi 
warga Desa. Karena mereka takut jika hal yang tidak diinginkan tersebut kembali 
terjadi lagi, ada warga yang sampai mengungsi ke tempat yang lebih aman atau ke 
tempat saudara mereka. Kesedihan yang terjadi pada warga karena mereka 
kehilangan saudara- saudara bahkan rumah mereka yang tertimbun tanah akibat 
longsor yang terjadi. Warga juga tidak menyangka bahwa longsor akan besar dan 
menelan banyak korban . Sebelumnya hal tersebut belum pernah terjadi. 
Akibatnya menimbulakn trauma yang sangat mendalam. 
3.1.3. Self Organization (konsekuensi dari bifurkasi) 
Dalam meminimalisir suatu bencana tidak hanya dilakukan oleh BPBD, tapi 
BPBD juga dibantu oleh masyarakat itu sendiri,hal ini terkait dengan kebiasaan 
masyarakat yang berada di Desa Banaran tersebut. Dalam hal penanggulangan 
bencana, yang menjadi komando atau koordinator adalah BPBD, tidak hanya 
dilakukan oleh pihak BPBD, tetapi ada pihak lain yang terlibat dalam 
penyelamatan bencana baik dari pre maupun pasca bencana. Kerjasama dan 
koordinasi antara lembaga swadaya masyarakat harus saling berperan aktif dengan 
organisasi publik dan berbagai sektor sosial. Tidak mampu dalam menyediakan 
kerjasama dapat menyebabkan kerugian dan kehancuran. Koordinasi dan 
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kerjasama sebagai bagian yang tidak akan pernah dipisahkan(Cicegdagi, Tosun, 
Okenek, & Uzumcu, 2017). Demikian seperti pengakuan dari BPBD Ponorogo 
dalam kerja samanya dengan pihak lain : 
“...kita harus menggandeng dengan PU, karena masalah infrastruktur, 
kemudian terkait dengan kesehatan, kita juga harus menggandeng 
kesehatan, terkait perundangan sudah kita bagi cluster- clusternya sesuai 
dengan tuposi masing- masing, baik dari dinas kesehatan, dinas PU, 
PDAM, Dinas Sosial, ini yang kita gandeng , sama- sama dari TNI, 
Polri....”(Setyo Budiyono Kabid III BPBD Ponorogo,dalam wawancara 17 
September 2018) 
 
Selain bantuan dari Dinas terkait, masyarakat juga tidak tinggal diam dalam 
hal kebencanaan. Masyarakat ikut terjun ke lapangan dalam pencarian korban 
bencana tanah longsor. Salah satu hal ini dilakukan masyarakat yaitu untuk 
memastikan apakah salah satu dari keluarga dalam pencarian ikut tertimbun tanah 
longsor. Hal ini sesuai dengan pengakuan informan I berikut ini : 
“...Pas itu saya itu pertama melihat lokasi setelah itu saya keliling untuk 
mencari para korban. Keliling kemudian temukan, setelah itu, karena 
korban sudah di jalan-jalan raya, saya ajak kumpulkan di rumah saya 
ini...” (Bpk Sarnu, dalam wawancara 16 September 2018) 
 
Dalam mengidentifikasi korban, tidak serta merta langsung terjun ke 
lapangan. Tetapi pihak dari BPBD menggandeng salah satu petinggi dari Desa 
Banaran untuk mencari daftar warga yang tidak ada atau belum kembali. Hal ini 
bertujuan untuk mempermudah dalam evakuasi. 
3.2. Pembahasan 
Chaos teori merupakan sebuah teori yang bergerak di bidang fisika, 
perkembangan teori ini tidak akan lepas dari perkembangan teori sebelumnya 
yang telah mendominasi dan memberi penjelasan tentang dunia fisika dalam 
waktu yang cukup lama (Wardiono, 2012). Tujuan dari teori chaos yaitu untuk 
mencapai beberapa tingkat pemahaman prediksi, tanpa bergantung pada didirikan 
kausal, pola deterministik dan mengunakan skala yang lebih luas, perspektif dan 
14 
 
metode (Seeger, 2002). Komunikasi kaitannya dengan mitigasi bencana sangat 
diperlukan karena adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian di 
lingkungan masyarakat sehinggadapat bertindak secara efektif. Dalam pencegahan 
bencana, informasi yang akurat dari pemangku kepentingan dalam hal ini 
pemerintah sangat sangat diperlukan oleh masyarakat maupun lembaga swasta 
yang memiliki kepedulian besar terhadap peristiwa bencana.(Kurniawati, 2019) 
Ponorogo merupakan daerah yang dielilingi banyak pegunungan. Dari 9 
kecamatan yang ada di Ponorogo, yang rentan akan adanya bencana adalah Desa 
Banaran. Menurut informasi dari BPBD, Desa Banaran merupakan daerah zona 
merah bencana, artinya daerah tersebut sebenarnya merupakan daerah yang sudah 
tidak bisa ditinggali lagi. Bencana yang sering terjadi di Desa Banaran tersebut 
adalah tanah longsor, dimana Desa Banaran adalah Desa yang banyak dikelilingi 
pegunungan.  
Penanggulangan bencana harus didukung dengan berbagai pendekatan baik 
soft power maupun hard power untk mengurangi resiko dari bencana. Pendekatan 
soft power merupakan persiapan kesiapsiagaan masyarakat melalui pemberian 
informasi tentang bencana atau sosialisasi, sedangkan hard power merupakan 
upaya pembangunan fisik untuk menghadapi bencana, seperti membangun sarana 
komunikasi,pembangunan talut, mendirikan beton, dan lain- lain. Dua hal tersebut 
merupakan persiapan mitigasi bencana, dengan adanya dua pendekatan tersebut, 
komunikasi bencana amat sangat dibutuhkan. Dukungan data dan informasi yang 
baik akan mengurangi resiko jatuhnya korban(Rudianto, 2015). 
Teori chaos menyarankan bahwa ketidakpastian tidak dapat memprediksi 
dampak (Purworini, Purnamasari, & Hartuti, 2019). Menurut penelitian 
dilapangan, warga Desa Banaran masih mempunyai kesempatan untuk memanen 
jahe, dimana mereka lebih tergiur dengan olahan hasil panen mereka dari pada 
memperhatikan rekahan tanah yang turun. Pada hal BPBD sudah memberikan 
instruksi agar mengungsi. Karena ketidakpastian tidak dapat diprediksi,  oleh 
karena itu, ketidakpastian dalam suatu bencana harus lebih diminimalisir agar 
keadaan tidak semakin kacau. 
15 
 
 Fraktal dapat diminimalisir saat warga Desa dan BPBD selalu melihat 
bencana dari kaca mata lebar, yaitu bencana yang tidak mudah dikendalikan dan 
dapat mengancam nyawa mereka (Purworini, Purnamasari, & Hartuti, 2019). 
Warga Desa Banarankurang menyadari terkait bahaya yang ditimbulkan dari 
bencana. Mereka lebih menyayangkan hasil panen yang selama ini mereka tanam. 
Sehingga warga sulit untuk diajak pergi untuk mengungsi, dan juga mereka 
berasumsi bahwa disitu adalah tempat peninggalan orang tua atau tanah kelahiran 
mereka disitu.  
 Salah satu faktor yang menyebabkan kerentanan tanah longsor yaitu tidak 
tertibnya dan tepatnya tata guna lahan. Dimana lahan yang berada di pegunungan 
ditebangi dan menjadi alih fungsi hutan, pohon yang sudah ditebangi dibuat 
ladang untuk memanen jahe. Sehingga penahan tanah menjadi berkurang dan 
menyebabkan tanah longsor. Menurut salah satu Staf BPBD masyarakat Desa 
Banaran memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang berbeda.Untuk 
mengurangi ketidakpastian, menurut hasil wawancara dengan staf BPBD bahwa 
telah melakukan sosialisasi kepada warga. Sosialisasi ini dilakukan oleh BPBD 
upaya untuk untuk pemberitahuan awal kepada warga masyarakat agar lebih 
berhati-hati.  
Selain sosialisasi untuk mengurangi ketidakpastian dan kekacauan, BPBD 
bekerja sama dengan warga Desa untuk membuat Desa Tangguh Bencana. Desa 
Tangguh Bencana ini tidak hanya didirikian di Desa Banaran saja, tetapi di 
wilayah Ponorogo yang rentan terhadap bencana. Tujuan dibentuknya Desa 
Tangguh Bencana ini untuk memandirikan desa-desa yang rentan terhadap 
bencana, agar masyarakat paham bahwa mereka dikelilingi oleh bencana, dan bila 
terjadi sesuatu bisa meminimakan resiko. Hal yang sudah dilakukan warga dengan 
adanya Desa Tangguh Bencana ini yaitu menanam kembali tanah- tanah yang 
gundul.  
Desa Banaran memiliki sebuah kekentalan kebudayaan, terutama dalam 
bergotong royong. Bahkan desa- desa lain ikut membantu kelapangan, dalam hal 
pencarian korban maupaun mencarikan tempat untuk mengungsi. Taylor & Perry 
(2005) mengatakan bahwa informasi yang cepat dan akurat sangat dibutuhkan 
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awal agar warga masyarakat ketika krisis dalam keadaan yang tidak menentu dan 
dan memiliki tingkat ancaman yang tinggi(Purworini, Purnamasari, & Hartuti, 
2019).Seperti halnya BPBD memantau keadaan melalui HT dan media sosial 
(seperti WA). Untuk meminimalisir hoax, BPBD juga bekerjasama dengan radio 
amatir penduduk Indonesia. Setelah mendapatkan informasi, mereka akan 
mencermati bahwa berita yang diterima fakta atau tidak (kosmologi). Penemuan 
menarik ketika Desa Banaran saat mengalami bencana yaitu semua komunikasi 
terputus, dalam arti di Desa Banaran sama memiliki tingkat sinyalyang sangat 
rendah, karena daerah sekitar dipenuhi dengan pegunugan, maka mereka lebih 
memilih untuk menggunakan media HT ketika berada di lapangan.  
Bencana alam sangat membutuhkan media komunikasi, perannya dalam 
situasi tak terduga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada 
masyarakat (Farashbandi, 2015). Oleh karena itu media dapat memberikan 
kontribusi yang positif, misanya mendorong orang untuk mengirim bantuan ke 
manusiaanke daerah bencana, atau sebaiknya menyebabkan kepanikan dan 
kekacauan. 
Farashbandi (2015) dalam penelitiannya Peran Media dalam Manajemen 
Krisis : Sebuah Studi Kasus Azarbayejan Gempa menunjukkan bahwa sebgaian 
besar percaya media dalam bencana Gempa Azarbaijan menjadi penting.  
Berger dan Calabresse(dalam West dan Turner,2013) menyatakan bahwa 
komunikasi merupakan alat komunikasi untuk mengurangi ketidakpastian 
seseorang terutama bagi orang- oang yang belum saling mengenal satu sama lain, 
sehingga saat ketidakpastian itu berkurang maka akan tercipta suasana yang 
kondusif untuk pengembangan hubungan interpersonal (Febriani & Iqbal, 2015). 
Hasil Penelitian Jeanne Branch Johnsnton dari University of Hawaii yang 
melakukan penelitian berjudul Personal Account From Survivor of the Hilo 
Tsunamis 1946 and 1960 : Toward A Disaster Communication Models. 
Menemukan bahwa pada suatu bencana, jika terjadi kesalahan prosedur dan 
koordinasi pemerintah, sehingga terjadi keterlambatan dalam mempublikasikan 





Bencana tidak biasa diprediksi dan selalu membuat semua orang merasa panik 
ketika menghadapinya. Dari bencana tanah longsor yang dialami oleh warga Desa 
Banaran, Ponorogo, bencana terjadi karena warga banyak yang tidak menyangka 
bahwa bencana tanah longsor akan terjadi sedemikian parahnya. Upaya yang 
dilakukanolehpihak BPBD dalam proses mitigasi bencana, bergantung dari 
kemauan warga sendiri untuk memutuskan akan melakukan evakuasi kapan. Salah 
satu hal yang penting yaitu terbentuknya desa Tangguh Bencana perlu senantiasa 
mendapatkan monitoring dan dukungan dari BPBD. Upaya ini yang  yang terbukti 
mampu meningkatkan kesadaran bencana di kalangan warga desa. Penelitian 
selanjutnya dapat menindaklanjuti terkait peran desa Tangguh Bencana tersebut. 
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